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ABSTRAK 

 

Tujuan penulis membuat penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 

kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dalam rangka meningkatkan 

investasi sektor perdagangan  menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dan Untuk mengetahui bagaimana 

konsekuensi yurudis bagi daerah yang tidak mempedomani/ tidak melakukan penyesuaian 

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha di Daerah. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis  

normative empiris yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier dengan perolehan data melalui studi kepustakaan dengan metode analisis 

kualitatif. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penyelenggaraan perizinan 

berusaha di Kota Bekasi  dalam rangka meningkatkan investasi sektor perdagangan,  jika  

mengacu pada  tahun dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2021 tentang 

penyelelenggaraan  perizinan berusaha di daerah,  Kota Beaksi  belum memiliki  dasar hukum  

operasionnal pelaksanaan  berupa peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan perizinan 

berusaha, sehingga   masih terdapat kekosongan hukum khususnya,  penyelenggaraan perizinan 

berusaha  saat ini masih bersandarkan kepada  Peraturan Wali Kota nomor 52 A tahun 2021 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko namun belum mengaitkan  kepada 

Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah.  Pemerintah Kota Bekasi belum 

melaksanakan penyesuaian peraturan daerahnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan 

pemeritah nomor 6 tahun 2021 pasal 39 ayat 1. Tentang penyelenggaraan perizinan berusaha 

di daerah. Serta Konsekuensi dari belum di sesuaikannya peraturan daerah Kota Bekasi yang 

mengatur mengenai kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah 

mengakibatkan adanya tumpang tindih pengaturan dan ketidaksesuaian antara peraturan yang 

ada didaerah dengan peraturan terbaru yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berdampak 

pada  sikap ambigu pejabat yang bertugas memberikan layanan dibidang perizinan berusaha 

dalam memberikan layanan sehingga layanan perizinan menjadi terhambat.  Terhambatnya 

proses layanan perizinan karena ketidak jelasan peraturan   dengan sendirinya akan 

menghambat proses admiknistrasi periznan yang diterima oleh pelaku usaha.  Terhambatnya  

proses administrasi perizinan   yang diterima pelaku usaha dengan sendirinya akan 

menghambat  peningkatan investasi di Kota Bekasi. 

 

Kata kunci : Implementasi Kewenangan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Investasi 

Sektor Perdagangan   
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ABSTRACT 

 

The author's research objective is to determine how the implementation of the authority for 

business licensing in the region can enhance investment in the trading sector, according to 

Government Regulation Number 6 of 2021 on the Implementation of Business Licensing in 

Bekasi City. Additionally, the research aims to understand the legal consequences for regions 

that do not comply with or adjust to Government Regulation Number 6 of 2021 on the 

Implementation of Business Licensing in the Region. The research methodology used is 

normative-empirical legal research, utilizing primary legal materials, secondary legal 

materials, and tertiary legal materials, with data obtained through literature review and 

qualitative analysis. 

The research findings indicate that the authority for business licensing in Bekasi City, with the 

aim of enhancing investment in the trading sector, does not currently have a legal basis for 

operational implementation in the form of local regulations governing business licensing. 

Consequently, there is still a legal vacuum, particularly in the implementation of business 

licensing, which currently relies on Mayor Regulation Number 52A of 2021 on risk-based 

business licensing, without a connection to higher-level regulations such as Regional 

Regulations. The Bekasi City Government has not yet adjusted its local regulations as 
mandated by Article 39(1) of Government Regulation Number 6 of 2021 on the Implementation 

of Business Licensing in the Region. 

The consequence of not aligning the local regulations in Bekasi City concerning the authority 

for business licensing in the region is the overlap and inconsistency between existing local 

regulations and the latest regulations established by the government. This situation leads to 

ambiguity among officials responsible for providing services in the field of business licensing, 

which hinders the process of providing licensing services. The obstruction of the service 

process due to the lack of clarity in regulations inevitably hampers the administrative process 

of permits received by business operators. Consequently, the hindrance in the administrative 
process of licensing received by business operators impedes the increase in investment in 

Bekasi City. 

Keywords: Keywords: Authority Implementation, Business Licensing Implementation, Trade 

Sector Investment. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan penulisan penelitian ini. Penelitian yang berjudul "Implementasi 

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Rangka 

Meningkatkan Investasi Sektor Perdagangan  Di Kota Bekasi Menurut Peraturan 

Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Di Daerah" disusun sebagai sa1ah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum 

pada program studi pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakara Raya . 

Tesis berjudul “Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di 

Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Sektor Perdagangan  Di Kota Bekasi Menurut 

Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di 

Daerah”  merupakan bahan kajian Kewenangan penyelenggaraan perizinan Berusaha dalam 

rangka meningkatkan Investasi di Kota Bekasi yang membahas hal hal sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah 

dan  perumusan  masalah,  kerangka teoritis, kerangka konsepsional dan kerangka pemikiran, 

metode penelitian, serta sistematika penlisan. BAB II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang 

teori-teori yang dipergunakan  untuk  meneliti/mengadakan  penelitian  untuk  menunjang  

penulisan tesis. Bab III Membahas tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dalam rangka 

meningkatkan investasi di Kota Bekasi BAB IV menguraikan Analisis Implementasi 

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Rangka Meningkatkan 

Investasi Sektor Perdagangan  Di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 

2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. BAB V Simpulan yang 

menguraikan tentang kesimpulan dan saran dalam penulisan tesis ini untuk memberikan 

manfaat praktis maupun teoritis kepada pihak-pihak terkit. 

Banyak pihak yang terlibat dalam  penyusunan tesis ini,  karenanya penulis  sampaikan  terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada para  pihak yang telah memberikan  

bantuan saran, ilmu, sharing dan motivasi  kepada penulis antara lain:  

1. Bapak Irjen. Pol.(Purn) Prof. Dr. Drs.  H. Bambang Karsono, S.H., M.M, selaku Rektor 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; 
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2. Bapak   Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesempatan kepada saya mengikuti 

Program Magister Ilmu Hukum; 

3. Bapak Prof. Dr.Juanda, S.H., M.H., Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Guru Besar 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak 

meluangkan waktu, pemikiran serta bimbingan dan ilmunya kepada penulis,  sehingga 

Tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. 

4. Bapak Dr. Dwi Atmoko, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan dalam penyusunan Tesis dan ilmunya ketika mengajar mata Kuliah Teori 

Hukum; 

5. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 

yang telah memberikan ilmu kepada penulis yang sangat bermanfaat dalam penyusunan 

tesis ini; 

6. Ayahanda Bapak H Burhan dan Ibunda Hj Aisyah, kedua orang tua penulis yang telah 

memberikan dukungan moril, materil, doa restu, yang telah mengasuh dengan penuh kasih,  

membesarkan dengan penuh kesabaran, dan menghantarkan penulis kepada berbagai 

kesusksessan hingga penulis dapat pmengikuti dan menyelesaikan perkulihan pada 

program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; 

7. Ibunda Hj Is Hulasah, atas segala doa dan perhatiannya kepada penulis, selama penulis 

mengikuti pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Ubhara Jakarta Raya; 

8. Bapak Dr. Dicky Irawan, ST, MT, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yang telah memberikan izin belajar di luar kedinasan 

sehingga penulis mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; 

9. Hj Shinta Sediana, SH  Istri tercinta yang telah dengan sabar mendampingi penulis dalam 

keadaan suka maupun duka,   terlebih selama penulis menjalani studi Program Megister 

Ilmu Hukum, banyak hak haknya yang tidak terpenuhi dan atas kesabarannya telah 

mendampingi penulis dalam penyelesaian penulisan tesis ini. 

10. Ananda Irhasany Dihan Septyana, SH, Ananda Ahmad Miftah Ramdhony serta Ananda 

Kamila Nikmatu Shidqia, ketiga putra putri penulis yang telah menjadi motivasi penulis 

mengikuti Pendidikan pada  Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara; dan  
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